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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Daerah selalu berkembang terus menerus yang
perkembangannya terdapat segala aspek, yang mana juga aka nada timbulnya
pula. Dalam perkembangannya selalu terdapat perubahan perubahan yang
dimulai dari perekonomian, sosial, politik, hingga kondisi fisik yang mana
terdapat pemerintahan sebagai pengatur kebijakan untuk mewujudkan kota
yang lebih baik. Jumlah penduduk yang relatif padat membutuhkan
ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan dan berbagai fasilitas pelayan
ekonomi dan sosial dalam jumlah besar dan kualitas pelayanan umum yang
cukup memadai. Jumlah penduduk di daerah perkotaan menunjukkan
kecenderungan pertumbuhan yang makin meningkat dan cepat, karena daerah
perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu menjanjikan kesempatan
kerja yang lebih luas, memberikan pendapatan yang lebih tinggi, memberikan
peluang pengembangan karir dan kemampuan profesional, serta penyediaan
berbagai kemudahan lainnya, misalnya melanjutkan studi ke strata yang lebih
tinggi, mengembangkan kegiatan usaha baru, menikmati kehidupan yang
lebih mewah dan lain sebagainya. Jumlah penduduk pedesaan
memperlihatkan pula pengembangan, tetapi relatif lamban dibandingkan
pertumbuhan perkotaan. Pemusatan penduduk di daerah pedesaan terjadi di
ibukota kecamatan dan ibukota desa. Selain peranannya yang penting dalam
pembangunan, kota-kota juga memliki fungsi yang penting dalam kehidupan
masyarakat perkotaan dewasa ini seperti fungsi tempat tinggal, tempat
pekerjaan, lalu lintas(transportasi) dan rekreasi. Permintaan pelayanan
prasarana dan sarana yang dibutuhkan di daerah perkotaan pada umumnya
dirasakan dibandingkan dengan ketersediaan prasaranan dan sarana yang
dibangun.

Setiap daerah Kabupaten/Kota pasti mempunyai planning yang
hendak dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya. Cita-cita dan
tujuan itu harusnya diyakini dan diresapi oleh masyarakat sebagai nilai-nilai
dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan. Selanjutnya pemerintahan
daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah daaerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus



sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya, guna untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan,
peran serta masyarakat dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan
ketertiban umum. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah,
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan
kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional
dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi
yang diberikan kepada daerah, tanggung akhir penyelenggaraan
pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU
No,23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang menjadi urusan
pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh semua Daerah. Urusan pemerintahan ini berkaitan dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan umum dan pemetaan ruang

d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
dan

f. Sosial

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman
yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta
membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan
tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk
didalamnya pembentukan apparat pemerintah, baik sebagai abdi negara
maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat.



Sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya harus mengacu pada
hukum'. Cara pemerintah agar mewujudkannya dapat melakukan dengan
upaya melakukan pengaturan bagi masyarakatnya terkait kegiatan-kegiatan
hingga ketertiban umum. Yang pada dasarnya peraturan daerah merupakan
cara untuk mengatasi masalah ketertiban umum.” Pembangunan yang ada
saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu
kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan
pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari
semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan
bermotor pada akhirnya menyebabkan aktivitas lalu lintas mulai terganggu.
Khususnya di kota-kota besar yang ada di indonesia, salah satunya di
Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kabupaten yang memiliki luas sekitar
591,59 km, dengan jumlah warga sekitar 2,267 juta orang dimana merupakan
kota atau daerah dengan penduduk yang padat serta memiliki berbagai
aktivitas dengan segala pekerjaan yang dimiliki oleh warga didalamnya, para
imigran yang datang di Sidoarjo juga tentu tidak sedikit. Sidoarjo juga
dikenal dengan kota industri dan pusat petumbuhan ekonomi. dengan
memiliki jumlah penduduk yang tergolong banyak, yang mana hak tersebut
tentunya juga berimbas terhadap kondisi lalu lintas di Sidoarjo, sehingga
tidak menutup kemungkinan bahwa jalan, tikungan maupun arah putar balik
di Sidoarjo selalu mengalami kemacetan dan kepadatan disetiap harinya,
yang akibatnya kurang terkendalinya arus lalu-lintas, karena setiap hari
banyak aktivitas yang dilakukan atau dijalani oleh para penduduk.

Kemacetan tersebut bermula dari banyaknya volume kendaraan
bermotor yang tidak berbanding akan jumlah kendaraan dengan jumlah ruas
jalan. Masyarakat lalai yang mengabaikan masalah di daerahnya telah terjadi
di Indonesia seperti tidak adanya lampu lalu lintas di pertigaan atau polisi,
akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna
jalan yang tidak disiplin dan kurangnya toleransi. yang pada akhirnya perlu
adanya petugas untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin
memburuk, yang mana seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi dan Lalu
Lintas yang sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Republik

'Tomy Michael, Soebagio Boerhan Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi
Subjek Hukum, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2020.Vol.3, No.2.

2Victor Immanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan
Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No.3 (2016):
233-22.



Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(UU NO/22 Tahun 2009), Tetapi masih juga banyak petugas lain yakni para
Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) yang mengambil alih peran
polisi. Dimana dengan kondisi yang sedemikian rupa dianggap sebagai
sebuah peluang untuk mendapatkan uang sekadarnya sebagai jasa pengatur
lalu lintas amatiran. Supeltas kini telah banyak ditemui di hampir seluruh
sudut kota Sidoarjo. Istilah “Supeltas” berkembang di masyarakat untuk
memberikan julukan kepada orang yang mengatur lalu lintas di jalan namun
bukanlah petugas yang berwenang. Supeltas memiliki beberapa istilah atau
julukan di berbagai daerah, dimana pada umumnya juga sering disebut
sebagai Polisi Cepek atau Pak Ogah. Istilah Polisi Cepek tersebut diartikan
masyarakat sebagai “polisi” yang dalam hal ini dimaksudkan adalah orang
yang mengatur lalu lintas serta kata “cepek” yang artinya seratus rupiah.
Kenyataan yang ditemui dan dirasakan oleh masyarakat dalam mengatur lalu
lintas, Supeltas tidak selalu bisa mengatur lalu lintas dengan baik dan
menjamin lalu lintas lancar tetapi mereka lebih kerap menjadi penyebab dari
kemacetan di jalanan akibat tidak efektifnya dalam mengatur lalu lintas. *

Manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya memiliki rasa
tolong-menolong atau altruisme satu sama lain. Namun manusia juga
memiliki kecenderungan individualistis yang memperketat persaingan antara
individu dengan masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat satu dengan yang
lain akan berdampak negatif, yang salah satu dampaknya adalah kehadiran
banyak orang di sekitar tempat kejadian, yang membuat difusi tanggung
jawab untuk mengambil suatu tindakan.

Pasal 256 ayat (1) UU NO.22 Tahun 2009 menegaskan bahwa
masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menata lalu lintas dan
angkutan jalan. Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada Pasal
256 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berupa :

“Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas”.

3Dini Hariyanti, Hananto Widodo. Penegakan Hukum Terhadap “Polisi
Cepek” Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku. Jurnal SI Ilmu Hukum, Fakultas [lmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya,vol 5 No. 4, 2018 h.1



Kemudian berdasarkan Pasal 258 dipaparkan bahwa

“masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana
prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas,
dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas”.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa ke ikut
sertaan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan yang tertib, lancar dan aman. Akan tetapi kenyataan
di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi itu lambat laun berubah
fungsi menjadi aksi anarki dan kriminal sehingga bertentangan dengan
aturan hukum yang berlaku. Di beberapa tempat di Indonesia, aksi
premanisme, pemaksaan imbalan pada kendaraan banyak terjadi yang
dilakukan oleh individu yang beraksi sebagai pengatur lalu lintas ilegal.
Termasuk kemacetan yang timbul akibat minimnya pengetahuan mereka
tentang aturan lalu lintas. Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri
masih terdapat perbedaan pandangan tentang keberadaan Supeltas.
Sebagian berpendapat bahwa Supeltas yang demikian itu sama sekali
tidak dibutuhkan karena sudah ada petugas yang resmi untuk itu, baik di
kalangan aparat kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Sementara
sebagian lain justru berpendapat bahwa keberadaan mereka dibutuhkan
dan bermanfaat karena membantu para pengemudi dalam melancarkan
arus lalu lintas khususnya di tempat-tempat tertentu yang rawan
kecelakaan.

Adanya pengaturan tersebut nyatanya masih banyak masyarakat
yang masih kurang paham karena masyarakat sudah terbiasa dengan
adanya Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) yang biasanya
membantu mengatur kemacetan lalu lintas dengan meminta imbalan
berupa uang untuk mengambil alih peran polisi dalam mengatur lalu
lintas. Polisi cepek yang mengatur lalu lintas di jalan kemudian akan
diberikan imbalan berupa uang recehan mulai dari Rp 500,- (lima ratus
rupiah) hingga jumlah tertentu yang dikehendaki pengendara jalan.
Persoalan bagi Polisi Cepek dalam mengatur lalu lintas dengan meminta
imbalan semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat pasalnya
banyak Polisi Cepek yang tidak mau menerima pemberian imbalan
berupa uang dari pengendara bermotor karena terlalu sedikit, tidak sesuai
dengan yang mereka inginkan, sehingga terjadinya pemerasan terhadap



pengendara kendaraan bermotor . Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi *:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan
sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Keadaan yang terjadi tersebut membuat pandangan masyarakat
terhadap keberadaan pengatur lalu lintas ialah sesuatu yang ilegal,
kenyataan di lapangan memang menunjukan dua fakta. Fakta yang
petama bahwa tenaga pengatur lalu lintas yang resmi (Polisi dan aparat
Dinas Perhubungan) termasuk lampu lalu lintas masih sangat minim dan
terbatas, sementara jumlah kendaraan dan wilayah rawan kemacetan
sedemikian banyak sehingga tidak mampu untuk ditangani oleh aparat
yang masih sangat minim tersebut. Selain dari pada itu, jika ditinjau dari
sudut pandang ekonomi masyarakat, para pengatur lalu lintas tidak resmi
itu umumnya berasal dari kalangan tidak mampu atau kalangan bawah,
sehingga dengan mereka berada di jalan raya dan berperan sebagai
pengatur lalu lintas yang ilegal, mereka akan mendapatkan penghasilan
yang dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan kata lain, aksi mereka
secara tidak langsung dapat menjadi solusi dalam mengatasi
pengangguran dan sekaligus meminimalisir jumlah pelaku kejahatan.
Dari sisi ini nampak jelas bahwa keberadaan pengatur lalu lintas ilegal
sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif baik untuk ketertiban
lalu lintas maupun untuk mencegah meningkatnya jumlah pelaku
kejahatan. °

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa
keberadaan Supeltas ini nampak buruk pada masyarakat. Hal ini
ditunjukkan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di beberapa kota

4Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.74

’Dimas Pangastuti, Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas llegal Menurut Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung) UIN Raden Intan Lampung,
2020,h.5-6.



besar di mana aksi-aksi para pengatur lalu-lintas ini cenderung
menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan para pengemudi
kendaraan karena banyaknya aksi premanisme, pemaksaan pada
kendaraan yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas ilegal.
Kecenderungan semacam ini sudah tentu mengakibatkan keberadaan
mereka menjadi kontraproduktif terhadap masyarakat luas sehingga hal
ini berpotensi untuk mengancam keselamatan diri mereka sendiri. ¢ Pasal
28 ayat (1) dan (2) UU No 22 Tahun 2009 telah menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan

Dimana dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa
setiap orang ataupun kelompok pada dasarnya dilarang apabila mereka
hanya menyebabkan gangguan fungsi jalan, yang mana dalam aksi
Supeltas sendiri memang bisa dikatakan bahwa tindakannya benar dan
dapat dikatakan salah apabila mereka melakukan aksinya hanya karena
upah bukan karena untuk mengatur ketertiban atau juga dapat dikatakan
hanya mengganggu fungsi jalan. Pasal 200 ayat (1) dan (2) UU No 22
Tahun 2009 juga telah menegaskan bahwa :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab

atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan

memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan masyarakat.

Supeltas merupakan seseorang atau sekelompok yang
melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan jalan raya seperti pertigaan,
putar balik arah, hingga persimpangan untuk mengais rezeki dengan
menggunakan jasanya. Di Kabupaten Sidoarjo yang dianggap sebagai
kota terdekat dengan Kota Surabaya, mengalami situasi yang tidak jauh
berbeda berkaitan dengan permasalahan Supeltas di Kota Surabaya.
Adapun perbedaanya terletak pada karakter wilayahnya. Supeltas di
Kabupaten Sidoarjo lebih terpusat pada daerah di Kecamatan Sidoarjo,

Dimas Pangastuti, Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas llegal Menurut Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung),h.5-6.2020.



Buduran, Waru, Gedangan, Candi, yang semakin banyak keberadaan
mereka di titik-titik putar balik arah.

Secara umum di Indonesia banyak pengaturan yang berisi
larangan mengenai keberadaan Supeltas yang berkeliaran, tetapi memang
belum terdapat aturan yang khusus untuk larangan keberadaan
Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). akan tetapi sudah ada juga
beberapa daerah yang memiliki aturan tentang hal tersebut, Salah satunya
Kota Surabaya. Pengaturan lalu-lintas di Kota Surabaya yang mengatur
permasalahan adanya Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas)
tersebut telah di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Perda Kota Surabaya No.2 Tahun
2020) Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2 Noreg
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 162-2/2020 yang melarang
setiap orang dan atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan untuk
melakukan pengaturan lalu-lintas pada persimpangan jalan, tikungan
atau tempat putar balik arah.” Terkait Pasal yang berlaku di Surabaya
tersebut telah di sebutkan bahwa seseorang dilarang melakukan
pengaturan lalu-lintas tanpa memiliki kewenangan, serta apabila masih
terdapat pelanggaran maka akan dikenai sanksi karena telah melanggar
peraturan daerah. Sanksi yang di terapkan pada Kota Surabaya sendiri
terdapat sanksi administrasi, Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat yang selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci
pada Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap
Pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu
berupa teguran lisan dan/atau penertiban. Pemberian sanksi administrasi
tersebut dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan penyidikan
terhadap pelanggar yang dapat dikenai sanksi pidana terdapat pada Pasal

"Dini Hariyanti, Hananto Widodo. Penegakan Hukum Terhadap “Polisi
Cepek” Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku. Jurnal SI Ilmu Hukum, Fakultas [lmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya. vol 5 No. 4,2018 h.2



46 Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil .

Berbeda dengan Surabaya, Di Sidoarjo terdapat beberapa
pengaturan ketertiban dan ketentraman lalu lintas di kabupaten Sidoarjo
secara khusus diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten
Sidaorjo No.10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat (Perda Kab. Sidoarjo No.10 Tahun 2013) Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E yang hanya
menyebutkan bahwa :

1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan,
memelihara serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.

2) Setiap orang dan/atau badan harus berperan aktif dalam
menciptakan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan

3) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan apabila
melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat kepada satuan polisi
pamong praja kabupaten sidoarjo dan SKPD terkait.

Dalam peraturan tersebut terlihat terdapat hambatan sehingga masih
kurang jelas bagaimana penyelenggaraan penegakannya terkait permasalahan
keberadaan Supeltas. Berdasarkan kasus di atas, Supeltas memiliki tindakan
sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk membantu
orang lain tanpa biaya yang rela berkorban untuk kepentingan bersama, ikhlas
dalam segala hal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasaarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan masalah terkait bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dalam menangani keberadaan Supeltas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Kab.Sidoarjo No.10 tahun
2013.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :
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1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran
Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas/Supeltas tersebut memiliki
sesuai dalam peraturan perundang-undangan pada saat mengatur
lalu lintas

1.3.2 Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah peran
Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas/Supeltas dalam mengatur lalu-
lintas ini kedudukannya dapat diakui dengan aparat resmi dari
pemerintah atau kedinasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiwa
lainnya maupun masyarakat luas mengenai permasalahan lalu lintas yang
di sebabkan oleh Supeltas terhadap pengendara kendaraan, serta
pengembangan ilmu hukum.
1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif
bagi instansi Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja agar di kemudian
hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum
dan melindungi masyarakat dan juga dapat menjadi masukan dan
referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta
bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan
dan permasalahan lalu lintas sehingga akan menjadi pertimbangan atau
rujukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang
dilakukan dengan metode yuridis empiris yang dengan kata lain adalah
jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan, yang merupakan suatu penelitian yang mengacu
pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana
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implementasinya di lapangan®. Penelitian yuridis empiris juga digunakan
untuk membahas dan mengkaji permasalahan tentang keberadaan
Supeltas dan legalitasnya.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan
yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan
memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun
langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Eksistensi Sukarelawan
Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menjaga Ketertiban Lalu Lintas
Di Sidoarjo

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah  legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan
beshikking/decree, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat
administrasi, yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan
presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu
badan tertentu.” Yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan
diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam
Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan dan Perda Kab. Sidoarjo No.10 tahun 2013

1.5.3. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum dalam penelitian ini adalah data kualiatif
yang mengemukankan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan
dalam bentuk diskriptif dalam berbagai hal yang berbentuk hukum.
Permasalahan yang dimaksud adalah Peran Supeltas Dalam Menjaga
Ketertiban Lalu Lintas Di Sidoarjo. Bahan hukum penelitian ini terdiri

8 Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.
2010, Hal. 34
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dari tiga macam yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.

a.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
authoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang
sesuai dengan isu hukum yang diteliti.'” Yang otoritasnya di bawah
undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden,
atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi. Selain
disamping peraturan perundang-undangan adalah putusan
pengadilan yang merupakan dari law in action. Bahan hukum
primer yang digunakan diantaranya;

(a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

(b). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

(¢). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas
dan Angkatan Jalan (UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

(d). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.10 Tahun 2013
Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(Perda Kab. Sidoarjo No.10 Tahun 2013) Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E.

(e). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketentraman Masyarakat (Perda Kota Surabaya No.2 Tahun
2020) Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor
2 Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 162-2/2020.

(f). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung

bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khusunya buku-buku

tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta
artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum."'
dalam hal ini penulis menggunakan :

(a). Buku-buku literatur

(b). Karya ilmiah akademisi hukum

(c). Makalah

(d). Artikel hukum

19 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 11
1 Soerjono Soekanto, Op Cit h. 12
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c. Bahan hukum tersier adalah data yang berkaitan dengan objek
yang diteliti berupa Kamu Besar Bahasa Indonesia, Blacklow,
jurnal dan wawancara dengan pihak tertentu, serta sumber lainnya
yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti
sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan
dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan
data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data
yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik percakapan yang digunakan untuk
memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh
data kualitatif. Sehubungan dengan data ini nantinya akan diperoleh dari
beberapa informan yang merupakan Supeltas dan Satuan Polisi Pamong
Praja. Serta dengan beberapa responden dari masyarakat yang berada di
Sidoarjo dan Surabaya.

Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik
wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan
dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik dan inti
pertanyaan, sehingga seclanjutnya peneliti akan mengikuti alur
wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan
pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data
yang peneliti butuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-
buku, peraturan perundang-undangan yang schubungan dengan
permasalahan.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpul setelah dianalisa secara
deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang
berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif
yaitu membandingkan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-
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jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga
penyajian hasil penelitian inidapat dipahami dengan mudah.

Kualitatif artinya dalam mengolah data-data yang telah diperoleh
akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan
dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini kemudian tidak mementingkan
berapa jumlah data hasil penelitian yang peneliti gunakan, tetapi
bergantung pada kualitas dan keabsahan dari data yang peneliti dapatkan.
Adapun dalam pelaksanaannya, dalam menuangkan data kualitatif dalam
bentuk deskriptif selanjutnya akan dilakukan penyajian data secara
deduktif yang berarti menyajikan fenomena-fenomena yang umum
hingga pada akhirnya akan mengerucut menjadi satu hal yang spesifik
atau khusus.'?

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 bab yang tiap babnya terdiri
dari beberapa sub-bab.

Bab I sebagai pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar
belakang permasalahan yang memberikan gambaran secara umum
tentang permasalahan yang akan dibahas lebih rinci pada bab-bab
selanjutnya. Pada bab ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah,
tujuan penulisan, metodologi penulisan dan pertanggungjawaban
sistematika.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan dibahas
pengertian Peran, Sukarclawan Pengatur Lalu lintas (supeltas),
Ketertiban Umum dan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Bab III akan dibahas mengenai Peran Sukarelawan
Pengatur Lalu lintas (supeltas) dalam menjaga ketertiban lalu-lintas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub-babnya
terdiri dari Ruang lingkup Ketertiban Umum dalam Perda No.10 Tahun
2010 Kabupaten Sidoarjo, Peran Supeltas Kota Surabaya dan Peran
Supeltas Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi
kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas.

12 Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika
di Kota Batam, 2018 UIB.



